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BAB V 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mengenai tanggung jawab pelaku usaha 

jasa hotel melati di kota Garut sesuai kategori standar fasilitas perhotelan yang tertera 

dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 

PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel terhadap konsumen yang 

dirugikan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

di kota Garut, maka menurut penulis konsumen memungkinkan dirugikan seperti 

pelayanan yang tidak ramah, fasilitas hotel misalkan seperti air panas yang tidak bisa di 

gunakan oleh konsumen, ada perubahan harga secara sepihak tanpa ada pemberitahuan 

kepada konsumen yang sudah melakukan pembayaran kamar hotel. 

Hotel Antralina, Lembur Kuring dan Tarumanegara mempunyai nilai dibawah standar 

sesuai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 53 

tentang Standar Usaha Hotel. Ketiga hotel tersebut masih tidak memenuhi standar di 

bagian penerima tamu hotel dengan tidak menyediakan sertifikat hotel non-bintang yang 

dapat terlihat oleh pengunjung, selain itu tidak terdapat toilet umum yang terpisah laki-

laki dan perempuan, tidak terdapat urinoir untuk toilet laki-laki, tidak melakukan 

pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk karyawan hotel, dan karyawan hotel tidak 

memiliki sertifikat. Oleh karena itu ketiga hotel tersebut belum bisa mendapat 

penetapan sebagai hotel nonbintang. 

Pihak hotel bisa ditetapkan sebagai hotel non-bintang dengan melengkapi sertifikat 

hotel non-bintang di area penerima tamu yang dpat terlihat jelas oleh pengunjung, 

membagi toilet umum laki-laki dan perempuan, menyediakan urinoir di toilet laki-laki, 

menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi karyawan hotel, dan meningkatkan 

kualitan karyawan hotel dengan memberi pelatihan atau workshop. Dengan memenuhi 

kriteria yang belum sesuai standar, diharapkan pelaku usaha hotel dapat menjaga 

standar usahanya dan terhindar dari kemungkinan merugikan konsumen. Jika tidak 

dilakukan, pihak pelaku usaha hotel memungkinkan merugikan konsumen dan 

konsumen yang dirugikan atau merasa dirugikan dengan ketidak sesuaian fasilitas juga 

pelayanan hotel non bintang tersebut, dapat menuntut pihak hotel dan meminta ganti 

rugi. 
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Hal tersebut tidak hanya kesalahan pihak hotel tetapi juga lembaga terkait yang 

bertanggung jawab menjaga dan menyesuaikan standar hotel bintang dan non-bintang. 

Pihak hotel tidak bertangung jawab sendiri jika lembaga terkait tidak melakukan 

pengecekan rutin, atau bahkan tidak melakukan pengecekan setelah pihak hotel 

mengajukannya. 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut beberapa saran yang diajukan penulis untuk 

pihak hotel dan lembaga terkait yang menaunginya: 

- Jika pada akhirnya ada konsumen yang merasa dirugikan karena hotel melati 

tidak memenuhi standar aturan yang telah ada maka pihak pelaku usaha wajib 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan standar hotel yang ada dan juga 

memenuhi unsur yang ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Pihak hotel diharuskan memperbaiki standar usahanya 

untuk menghindari hal tersebut. 

- Lembaga pemerintahan terkait diharuskan melakukan pengecekan rutin setiap 

tiga bulan satu kali kepada hotel baik bintang atau non-bintang guna menjaga 

standar hotel dan menerbitkan surat peringatan untuk pihak hotel yang belum 

memenuhi standar agar memperbaikinya, kemudian dilakukan pengecekan ulang 

setelah pihak hotel mengajukan atau sesuai waktu yang disepakati sebelumnya. 

- Pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut 

bersama-sama dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bidang 

Perlindungan Konsumen agar lebih mengetahui lagi mengenai aturan tentang 

Perlindungan Konsumen, pihak pelaku usaha juga harus mengetahui aturan yang 

berlaku mengenai aturan terkait karena pihak pelaku usaha mendirikan usaha di 

Indonesia yang dimana Indonesia adalah negara hukum dan harus menaati 

hukum yang berlaku. 
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